SULAWESI TENGAH
Telp. (0451) 452527 Fax. (0451) 483385
Kode Pos 94121

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
Jalan Prof. DR. MOH. YAMIN Nomor 52 Palu

Nomor SOP -

Tanggal Pembuatan| Agustus 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Agustus 2021

Ketua,
Disahkan Oleh

NUR AKTI, SH.

STANDAR OPERASIONAL (SOP)
PERSIDANGAN ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

TUJUAN :

SOP dibuat sebagai pedoman pelaksanaan persidangan secara elektronik, agar persidangan berjalan efisien dan efektif

RUANG LINGKUP :

SOP mencakup proses persiapan persidangan dan persidangan secara elektronik

DASAR HUKUM :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah di-ubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2019;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2014, tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan ;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara Nomor : 48/Dj.MT/KEP/VII/2012. tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan  Administrasi Kepaniteraan  Pengadilan Tata Usaha
Negara;

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara Nomor 185/Djmt.3/SE/1I/2016. tentang
Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara ;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S 1—-Hukum
S2
S3

KETERKAITAN :

1.SOP Penetapan Hari Sidang
2. SOP Panggilan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Berkas Perkara
2. Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer, Laptop & Printer
3. Peralatan Zoom Meeting

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka asas Peradilan
Tidak akan tercapai

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Perkara Aktif pada tingkat Pertama




SULAWESI TENGAH

Kode Pos 94121

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
Jalan Prof. DR. MOH. YAMIN Nomor 52 Palu

Telp. (0451) 452527 Fax. (0451) 483385

Nomor SOP -

Tanggal Pembuatan| 4 Januari 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 4 Januari 2021

Ketua,
Disahkan Oleh

NUR AKTI, SH.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN PERKARA PADA APLIKASI e-COURT
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

TUJUAN :

SOP dibuat sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan perkara melalui aplikasi e-Court, agar terlaksana secara efisien dan efektif

RUANG LINGKUP :

SOP mencakup proses penerimaan pendaftaran gugatan/permohonan sampai dengan penyerahan berkas kepada Majelis Hakim ;

DASAR HUKUM :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah di-ubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2019;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor :KMA/032/SK/IV/2006
tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan ;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2014, tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan ;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara Nomor : 48/Dj.MT/KEP/VII/2012. tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan  Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara;

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara Nomor 185/Djmt.3/SE/11/2016. tentang
Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara ;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

S1-S 2 sederajat
SMA- sederjat yang memahami Bindalmin

KETERKAITAN :

1.SOP Penetapan Majelis Hakim
2. SOP Penunjukkan Panitera Pengganti
3. SOP Penetapan Hari Sidang

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Berkas Perkara

2. Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer, Laptop & Printer
3. Buku Pedoman dan Peraturan-peraturan

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka asas Peradilan
Tidak akan tercapai

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Tingkat Pertama




Jalan Prof. DR. MOH. YAMIN Nomor 52 Palu

Nomor SOP

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Tanggal Pembuatan

4 Januari 2021

Tanggal Revisi

SULAWESI TENGAH

Tanggal Efektif

4 Januari 2021

Telp. (0451) 452527 Fax. (0451) 483385

Kode Pos 94121 Ketua.
Disahkan oleh
NUR AKTI, SH.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN PERKARA PADA APLIKASI e-COURT
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
Pelaksana Mutu Baku
NO Aktivitas
Meja I/ Ketua/ Ketua/ | Benda | Persyar | Waktu | Output
Admin Kasir | Mejall | Panmud | Wakil/ | Panitera | Wakil/ -hara | atan/
e-court Perkara | Hakim Hakim | Peneri | Perleng
-ma -kapan
1 Menerima berkas -PC Diteriman
perkara gugatan/per - Laptop ya berkas
mohonan yang masuk - Jaringan perkara
melalui e-court Internet yang
(dicetak) sudah
lengkap
2 Melakukan verifikasi v -PC Pembaya
pembayaran - Laptop ran
- Jaringan terverifika
Internet si
Melakukan verifikasi -PC Terdatany
3 kelengkapan berkas - Laptop a
perkara A 4 - Jaringan kelengka
. Internet pan
berkas
perkara
4 Meregister perkara -PC 30 Perkara
yang masuk dari e- - Laptop Menit telah
court melalui SIPP - Jaringan mendapat
untuk mendapatkan A 4 Internet kan
nomor perkara . -ATK nomor
- Berkas perkara
Perkara
5 Mencatat dan memberi - Formulir Nomor
nomor perkara penunjuk perkara
gugatan/permohonan an Hakim tercatat di
dalam jurnal keuangan & PP register
perkara, dan mencetak - Sampul sesuai
e-skum Map dengan
Berkas nomor
o - Buku perkara di
> Jurnal jurnal
Keuanga keuangan
n Perkara perkara
6 Menyetor penerimaan - Bukti 1 Jam Penyetor
negara bukan pajak v Setoran an PNBP
(PNBP) tepat
waktu
7 Melengkapi berkas - Berkas 15 Berkas
perkara dengan sampul perkara Menit perkara
dan ceklist /resume -ATK lengkap
gugatan/permohonan/ - Slip
dan formulir penetapan Penyetor
< an
- Resume
Gugatan/
Permoho
nan




8 Melakukan penelitian - Berkas 10 Berkas
dan membuat catatan perkara Menit perkara
pada resume perkara -ATK siap
gugatan/per - Resume diserahka
mohonan sebelum Gugatan/ n kepada
diajukan kepada > Permoho Ketua/Wa
Ketua/Wakil/Hakim nan kil Ketua

9 Penunjukkan Majelis - Berkas 10 Ditetapka
Hakim perkara Menit nnya

- Formulir Majelis
penunjuk Hakim
an Majelis

Hakim

10 Penunjukkan Panitera/ - Berkas 5 Menit | Ditetapka
Panitera Pengganti dan perkara nnya
Jurusita/Jurusita ;F - Formulir Panitera/
Pengganti penunjuk Panitera

an Pengganti
Panitera/ &
Panitera Jurusita/J
Pengganti urusita

& Pengganti
Jurusita/J

urusita

Pengganti

11 Mencatat Penunjukkan - Berkas 5 Menit | Tercatatn
Majelis Hakim maupun perkara ya Majelis
Panitera/ Panitera -ATK Hakim &
Pengganti dan - Buku Panitera/
Jurusita/Jurusita Bantu Panitera
Pengganti ke dalam - SIPP Pengganti
buku bantu &

A4 Jurusita/J
. urusita
Pengganti
dalam
Register
Induk
Gugatan

12 Menyerahkan berkas - Berkas 30 Terlaksan
perkara kepada Majelis perkara Menit nya
Hakim untuk -ATK penyerah
pemeriksaan 7. - Buku an berkas

Ekspedisi perkara
kepada
Majelis

Hakim




